BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG-PIUTANG
DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM MULTIJASA DI PT. BPRS
LANTABUR TEBUIRENG KANTOR CABANG MOJOKERTO

A. Analisis Terhadap Praktek Hutang-Piutang Transaksi Multijasa Di PT.
BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto.

Pembiayaan ijarah merupakan perjanjian untuk membiayai kegiatan
sewa menyewa yang dilakukan oleh bank syari’ah atau Lembaga Keuangan
Syari’ah. Prinsip ini digunakan sebagai salah satu dasar dalam penyaluran
dananya. Demikian pula Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) Lantabur
Tebuireng kantor cabang Mojokerto yang menerapkan prinsip ini kedalam
salah satu produk pembiayaannya, yaitu untuk renovasi rumah, pendidikan,
kesehatan, pernikahan dan kepemilikan barang.

ljarah merupakan akad atau perjanjian untuk kegiatan sewa menyewa,
Prinsip ini digunakan sebagai salah satu dasar dalam penyaluran dana yang
dilaksanakan oleh bank syari’ah atau Lembaga Keuangan Syari’ah. Mayoritas
produk pembiayaan Bank Syari’ah saat ini masih terfokus pada produk-
produk murabahah (prinsip jual beli). Pembiayaan murabahah sebenarnya
memiliki kesamaan dengan pembiayaan jjarah, yang membedakan keduanya
hanyalah obyek transaksi yang diperjualbelikan tersebut. Dalam pembiayaan
murabahah yang menjadi obyek transaksi adalah barang, sedangkan dalam

pembiayaan fjarah obyek transaksinya adalah jasa.
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Dari hasil penelitian yang dilakukan di PT. BPRS Lantabur Tebuireng

kantor cabang Mojokerto langkah-langkah untuk melakukan hutang-piutang

multijasa yang harus dilakukan adalah:

1.

Nasabah mengajukan hutang-piutang multijasa ke pihak PT. BPRS
Lantabur Tebuireng.

Pihak PT. BPRS Lantabur Tebuireng membebaskan nasabah untuk
memilih ingin melakukan multijasa dimana, dan nasabah menanyakan ke
instansi terkait seperti sekolah, rumah sakit dan penyedia jasa lainnya
berapa biaya yang dibutuhkan dan meminta kwitansi pembayaran
sementara.

Kemudian nasabah datang kembali ke PT. BPRS Lantabur Tebuireng
kantor cabang Mojokerto untuk membawa kuitansi sementara tersebut
dan membawa persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan.

Setelah semua persyaratan sudah dilengkapi oleh nasabah pihak PT.
BPRS Lantabur Tebuireng melakukan survey lapangan oleh marketing
terhadap nasabah.

Setelah survey lapangan pihak marketing menyerahkan semua keputusan
ke bagaian /egal diterima atau ditolaknya pinjaman yang akan dilakukan.
Setelah disetujui oleh pihak PT. BPRS Lantabur Tebuireng dana
pinjaman diberikan kepada nasabah menggunakan akad 7jarah multijasa
dan pihak PT. BPRS Lantabur Tebuireng mendapatkan ujrah terkait

pembiayaan multijasa tersebut.
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Didalam multijasa yang ada di PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor
cabang Mojokerto akad yang digunakan adalah akad ijarah. Sebagaimana
yang diketahui ijarah adalah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat)
atas suatu baramg dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah).
disamping itu 7jarah juga dapat digunakan sebagai akad untuk melakukan
pekerjaan tertentu dengan pembayaran upah (ujrah/fee).

Dalam pembiayaan multijasa telah diketahui biaya rumah sakit yang
dibutuhkan ibu Ruqoyyah sebesar Rp. 5.000.000. namun dikarenakan ibu
Ruqoyyah tidak dapat membayar tunai ke pada pihak rumah sakit. Maka ibu
Ruqoyyah datang ke PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto
untuk mengajukan hutang-piutang multijasa. Setelah pihak PT. BPRS
Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto menilai kelayakannya, pihak
PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto menerimah ujrah
yang telah disepakati diawal yaitu Rp. 900.000,- selama 12 bulan. Adapun
cara pembayaran pihak musta’jir menyicil dengan ketentuan Rp. 497.000/
angsuran selama 12 bulan. Adapun perhitungannya sebagai berikut :

Pembayaran rumah sakit  : Rp. 5.000.000

Ujrah bank : Rp. 900.000

Cicilan selama 12 bulan  : Rp. 497.000/ angsuran.

Kalau dilihat prakteknya, hutang-piutang multijasa di PT. BPRS
Lantabur Tebuireng tidak menggunakan akad 7jarah. Dalam penggunaan akad
ijarah di PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto itu tidak

dikategorikan 7jarah karena bukan sewa-menyewa ataupun upah-mengupah.
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Disebabkan pihak PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto
tidak berkerjasama dengan lembaga penyedia jasa. Didalam surat perjanjian
pembiayaan multijasa di PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang
Mojokerto ada beberapa hal yang kurang sesuai dengan ketentuan fatwa
DSN-MUI No. 44/DSN MUI/VII/2004 pasal 3 tentang pembiayaan multijasa
yakni objek 7jarah mengenai objeknya bank harus berkerjasama dengan pihak

ketiga sebagai tempat persewaan jasa yang dimaksud.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Transaksi Multijasa Di PT.
BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto

Sebagaimana yang dijelaskan dalam fiqih muwamalah ijarah dibagi
menjadi 2 yaitu sewa-menyewa dan upah-mengupah kedua pengertian ini
dalam figih sama-sama menggunakan jjarah.' Akad fjarah dalam pengertian
sewa-menyewa digunakan untuk diambil manfaatnya umpamanya adalah
sewa menyewa rumah, toko dan kendaraan. Sedangkan akad jjarah dalam
pengertian upah-mengupah digunakan untuk objek pekerjaan seperti buruh
bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu.

Dilihat dari mekanisme hutang-piutang multijasa yang terjadi di PT.
BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto maka akad yang
digunakan bukanlah akad 7jarah melainkan akad gard. Sebab ijarah dalam
pengertian upah-mengupah jika pihak PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor
cabang Mojokerto melakukan pekerjaan tertentu atas permintaan nasabah

dengan pembayaran ujrah/fee. Pihak PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor

"Nasrun Haroen, Figih Muamalah, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2000), 236.
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cabang Mojokerto berhak mendapatkan wujrah apabila melakukan kerjasama
dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa, seperti rumah sakit, sekolah dan
penyedia jasa pernikahan sehingga pihak PT. BPRS Lantabur Tebuireng
kantor cabang Mojokerto bisa mendapatkan wujrah.

Disisi lain beberapa ulama figih berpendapat diantaranya adalah ulama
Malikiyyah gard adalah menyerahkan sesuatu yang bernilai harta kepada
orang lain untuk mendapatkan manfaatnya dimana harta yang diserahkan tadi
tidak boleh dihutangkan lagi dengan cara tidak halal dengan ketentuan
barang itu harus diganti pada waktu akan datang, dengan syarat gantinya
tidak beda dengan yang diterima. Menurut ulama’ Hanafiyah gard adalah
harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang
sama, jadi dalam gard harus berupa harta yang sama. Batas kesamaan yang
dimaksud hendaklah setiap satuannya tidak mengandung selisih yang dapat
membedakan bedanya harga.” Ulama’ figih memperbolehkan mengambil
keuntungan dengan syarat tidak diperjanjikan dimuka. Sebagaimana firman

Allah dalam surat al-Baqarah ayat 245:
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Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang

baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat
gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah

menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu
dikembalikan. (Q.S. al-Baqarah: 245)°

? Abdurrahman Al-Jaziri, “Figih Empat Madzhab”, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), 287.
} Departemen Agama Ri, A/-Quran dan Terjemah, (Surabaya: PT. Sahabat Ilmu, 2001), 40.
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Sebagaimana ayat diatas, jelaslah bahwa pinjaman yang dimaksud
disini berbeda dengan apa yang sering kita lihat dikehidupan bermasyarakat,
yang mana seseorang meminjam dari temannya karena didorong adanya suatu
kebutuhan. Karena pinjaman yang dimaksud dalam ayat ini sebagaimana
yang telah diperintahkan oleh Allah. Di dalam dunia perbankan syariah pun
telah diterapkan hal demikian hal ini dimaksudkan untuk biaya administrasi,
biaya oprasional, dan lain sebagainya.

Qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang
memerlukan, nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima
pada waktu yang disepakati. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
Bank syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah. Nasabah dapat
memberikan tambahan dengan sukarela kepada bank syariah selama tidak
diperjanjikan dalam akad. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagaian
atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati dan bank
syariah memastikan ketidak mampuannya, maka bank syariah dapat
memperpanjang jangka waktu pengembaliannya.*

Akad gard merupakan salah satu akad tabarru’ yaitu akad yang
berdasarkan tolong menolong tanpa ada imbalan apapun dalam pengembalian
uang pokok pinjaman, nasabah boleh memberi tambahan dalam kembalian
akan tetapi tidak ada dalam akad awal antara peminjam dengan yang

meminjamkan (PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto).

* Fatwa Dewan Syariah No. 19/DSN-MUI/IV/2001
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Bila dikaitkan dengan jasa yang diberikan oleh Lembaga Keuangan
Syariah (LKS) untuk membantu nasabah yang tidak dapat membayar biaya
rumah sakit, biaya pendidikan anaknya, dan biaya pernikahan maka pihak PT.
BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto dapat berkerjasama
dengan pihak ketiga sebagai tempat persewaan yang dimaksud. Pihak ketiga
sebagai tempat persewaan jasa yang akan bekerjasama dengan PT. BPRS
Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto harus memenuhi persyaratan
yang telah ditentukan. Jadi, segala kebutuhan nasabah untuk memperoleh
biaya rumah sakit, biaya pendidikan dan biaya pernikahan bisa dipermudah
oleh pihak ketiga sebagai penyedia jasa. Kegiatan tersebut sangatlah
membantu bagi orang-orang yang kurang mampu agar bisa memperoleh
pendidikan yang layak dan mendapatkan biaya untuk berobat ke rumah sakit.

Jadi akad 7jarah yang digunakan dalam hutang-piutang multijasa di PT.
BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto ini tidak tepat dan tidak
sesuai dengan hukum Islam, dan Fatwa DSN MUI NO. 44/DSN-
MUI/VII/2004 tentang 7jarah multijasa hal ini dikarenakan pihak BP PT.
BPRS RS Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto tidak bekerja sama
dengan pihak ketiga sebagai tempat penyedia jasa. Maka pihak PT. BPRS
Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto tidak melakukan pekerjaan
tertentu sehingga tidak berhak mendapatkan wjrah, ujrah yang dibebankan
oleh nasabah selama ini lebih menyerupai tambahan, jadi menurut penulis
lebih baik menggunakan akad gard dan tidak membebankan tambahan kepada

nasabah diawal kesepakatan.



